
6. Undang-undang . . . 

5 Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 ientang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran egara Tahun 1999 omor 60, Tarnbahan 
Lembaran Negara omor 3839) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 omor 
44, Tambahan Lembaran Negara omor 3688) , 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran egara omor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048) ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 omor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 569) ; 

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah : 

a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau 
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak 
tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi 
kebutuhan yang mendesak , maka Arah dan Kebijakan Umum 
APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan 
perubahan dan telah disepakati pada tanggal 18 bulan Juni tahun 
2004: 

Menimbang 

WALIKOTA MAGELANG, 
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18 K M . . eputusan enten . 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4039); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4038); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4028)~ 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022); 

I 0. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor I 04 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 21(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4165); 

8 Undang-undang Nomor 2S Tahun 2000 tentang Program 
Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan I .cmbaran Negara Nomor 3952 ) , 

9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

7 Undang undang Nornor 28 Tahun 1999 tcntang Pcnyelcnggara 
Ncgat n yang Bcr sih dan Bcbas dart xorup«, Kolus1 dan 
Ncpousmc (I embar an Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 3851), 

6 Undang undang Norno: 2 ~ Tahun 1 <)<)<) tcntang Pcr1mbangan 
Kcuangan Amara Pcrncrintah Puc;at clan Daerah ( 1.cmbaran 
Ncgai n 1 nhun I QC)() Nornor 72 I arnbahan l.,cmbaran Negara 

' 
Nomoi lR'1R ) . 
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Pas al 2 . 

Rp. 23.513.045.000,- Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan 

950.000.000,- 

950.000.000,- 
0 - ' 

Rp 

b. Pengeluaran 
l) Semula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang)Rp. 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula 
ber~umlah Rp.195.845.745.000,- bcrtarnbah sejumlah Rp.2.182.112.000,­ 
sehingga mcnjadi Rp.198.027.857.000,- dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp. l 7 l .439.003.000,- 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.125.809.000,- 

J umlah Pendapatan setelah Peru bahan Rp .173. 5 64. 812. 000, - 
2. Belanja 

a. Semula Rp.194.895.745.000,- 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.182.112.000,- 

Jumlah Bclanja setelah Perubahan Rp. l 97.077.857.000,- 

Defisit setelah Perubahan Rp.( 23.513.045.0002-) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp.24.406.742.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)Rp 56.303.000,- 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 24.463.045.000,- 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERA TURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENT ANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH T AHUN ANGGARAN 2004. 

Mcnetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KOTA MAGELANG 

Dengan pcrsetujuan 

19 Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. 

18 Kcpuiusan Menter, Dalam Ncgcr1 Nomor 2<) Tahun 2()()2 tcntang 
Pcdoruan Pcngurusan Pcrtanggun~jawahan clan Pcngawacian 
Kcuanga» Daer ah sorta I ata(·a, a Pcnyuc;unan /\nggaran 
Pcndapatan clan Bclanja Dacrah , Pclaksanaan ·1 ala Usaha 
Kcuangan Daci ah clan Pcnyusunan Pcrh1tungan Anggaran 
Pcndapatan clan Bclanja Dacrah 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2004 NOMOR 13 
Seri A No. 4 

Dr . SULAEMAN 
mbina Utama Muda 

NIP. 010 171 298 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 7 Juli 2004. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 

B. FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

mengetahuinya, memerintahkan 
ini dengan penempatannya dalam 

Agar supaya setiap orang 
pengundangan Peraturan Daerah 
Lembaran Daerah Kota Magelang 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan 
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 4 

Larnpiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

4. Larnpiran lV 
5 Lan,piran V 
6 Lampiran YI 
7. Lampiran YU 
8. Lampiran Vlll 

3. Lampiran Ill 

2 La1npiran JI 

Ringka11an Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Dacrah, 
Rincian Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, 
Dafiar Rckapitulasi Perubahan APBD Menurut 
Bidang Pemcrintahan dan Unit Organisasi 
Pcrangkat Dacrah, 
Daflar Piutang Oaerah, 
Daftar I nvcstasi ( Penyertaan ) Daerah , 
Daftar Dana Cadangan , 
Daftar Utang atau Pinjamanan Daerah dan , 
Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. 

I l ... ampi: an J 

Pn~nl 2 

lJ, arnn lcluh lanjut Pcrubahan 1\ng~aran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah schnf~a1n1ana d11nnkc;ucl dalarn pasal I. tcrcantum dalam 
lan1p1rnn Pc, at D 1 . . ur an acra 1 1111 yang tcrdin dari 

4 

2004 
Magelang 

6 Juli 
Ditetapkan di 
pada tanggal 
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